
- 1 - 
 

 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR   142  TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

BERDASARKAN PRESTASI KERJA UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 126 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peratuan Gubernur 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 

Sipil Berdasarkan Prestasi Kerja Untuk Pegawai Negeri Sipil 

dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Badan Layanan 

Umum Daerah Provinsi Jawa Timur; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Timur  (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara 

Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

 

3. Undang-Undang 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan 

di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan 

Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

 

12. Peraturan 
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12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2015 

tentang Pedoman Teknis Penetapan Renumerasi Bagi 

Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan 

Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur 

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2018 

tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019; 

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 126 Tahun 2018 

tentang Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 129 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan 

Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN 

PRESTASI KERJA UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. 

 

Pasal 1 

 

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS pada Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Jawa Timur 

mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

berdasarkan Prestasi Kerja (TPP Prestasi Kerja) atau 

tunjangan daerah atau jasa pelayanan. 

 

Pasal 2 

 

(1) PNS dan Calon PNS pada BLUD tertentu mendapatkan 

TPP Prestasi Kerja. 

(2) BLUD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari: 

a. Unit Pelaksana Teknis Akademi Gizi Surabaya pada 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; 

b. Unit Pelaksana Teknis Akademi Keperawatan Madiun 

pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; 

c. Unit 
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c. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur; dan 

d. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Jawa Timur. 

(3) Besaran TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur 

tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

Pasal 3 

 

(1) PNS dan Calon PNS pada BLUD Unit Pelaksana Teknis 

Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Timur mendapatkan tunjangan daerah. 

(2) PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak 

bersertifikat. 

 

Pasal 4 

 

(1) PNS dan Calon PNS pada BLUD Rumah Sakit dan Unit 

Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur mendapatkan jasa pelayanan kecuali PNS dan 

Calon PNS tertentu yang mendapatkan TPP prestasi kerja. 

(2) TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk Rumah 

Sakit atau Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Timur untuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

 

Pasal 5 

 

PNS dan Calon PNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 6 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Lampiran Bab VII 

huruf G angka romawi I angka 6 dan angka 7 Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 7 
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Pasal 7 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

    

 

       Ditetapkan di Surabaya 

       pada tanggal  31 Desember 2018                

 

                                                                           GUBERNUR JAWA TIMUR 

         

           ttd. 

 

              Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal 31 Desember 2018  

 

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

                     JAWA TIMUR 

               Kepala Biro Hukum 

  

 

                           ttd.   

 

JEMPIN MARBUN, SH.,MH 

       Pembina Tingkat I 

      NIP. 19640917 199203 1 005 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 142 SERI E 
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